
1 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 stentang Penyusunan 

dan pengelolaan Legislasi daerah bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan  

2. Akibat Hukum terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 

2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah Peraturan Daerah 

tersebut  tidak dapat dilaksanakan,atau diterapkan. Secara yuridis peraturan 

daerah tersebut dapat dibatalkan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung 

melalui Judicial Raview sebagaimana dalam Pasal 24A Ayat (1) Perubahan 

Ketiga UUD 1945, Pasal 11 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UU 

No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta kewenangan pemerintah 

melalui executive review sebagaimana ketentutan Peraturan Perundang-

undangan  

1.1. Saran 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan DPRD Kabupaten Buol melakukan 

Pencabutan Peraturan daerah Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 

tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi Daerah oleh Pejabat 

Pembentuk Peraturan Daerah   

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan DPRD Kabupaten Buol melakukan 

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan 
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Daerah diukabupaten Buol sesuai dengan Delegasi Peraturan Perundang-

Undangan.   

3. Perancanga Peraturan Perundang-undangan Kementerian hukum Dan Ham 

Perwakilan Sulawesi Tengah ataupun Perancang Peraturan Perundang-

Undangan Daerah wajib dilibatkan  pada penyusunan peraturan daerah pada 

setiap tahapan  
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